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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dualisme hukum waris
antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum waris berdasarkan
ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah dan hukum adat matrilineal di Desa Tebing
Tinggi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Fenomena ini menunjukkan adanya
perbedaan pandangan dan penerapan antara hukum negara yang merujuk pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang secara sosial tetap hidup
dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Meskipun mayoritas penduduk desa
merupakan Muslim, mereka lebih memilih menerapkan hukum waris adat yang
berpijak pada garis keturunan ibu, di mana anak perempuan dianggap sebagai
penerus utama harta keluarga, terutama untuk harta tidak bergerak seperti tanah
dan rumah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori
pluralisme hukum John Griffiths sebagai kerangka analisis. Griffiths membedakan
pluralisme hukum menjadi dua bentuk, yakni pluralisme lemah yang
dilembagakan oleh negara dan pluralisme kuat yang hidup mandiri dalam
masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat matrilineal Desa Tebing Tinggi
merepresentasikan pluralisme hukum yang kuat, yang tetap eksis meskipun tidak
diakui secara formal oleh negara. Data diperoleh melalui metode lapangan dengan
wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku waris, serta dokumentasi dan
studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tebing Tinggi
memandang adat dan agama bukan sebagai entitas yang bertentangan, melainkan
saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Konflik muncul ketika pemahaman
tekstual atas hukum Islam bertentangan dengan praktik adat, bahkan hingga
menyebabkan segregasi sosial seperti munculnya dua kelompok jamaah masjid
berdasarkan preferensi hukum waris. Peran sosial perempuan sebagai penopang
ekonomi turut menjadi faktor resistensi terhadap penerapan hukum Islam yang
membedakan bagian warisan berdasarkan gender. Penelitian ini menegaskan
perlunya pendekatan hukum yang inklusif, kontekstual, dan mengakomodasi
dinamika lokal sebagai bagian dari keadilan sosial. Temuan ini memperkaya
kajian pluralisme hukum dan membuka ruang untuk integrasi harmonis antara
hukum negara dan sistem hukum lokal berbasis kearifan komunitas.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Adat, Matrilineal



ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of legal dualism between
Compilation of Islamic Law (KHI) and matrilineal customary law in Tebing
Tinggi Village, Kerinci Regency, Jambi Province. This phenomenon reveals
differing perspectives and implementations between state law, which refers to the
Compilation of Islamic Law (KHI), and customary law, which continues to be
upheld and practiced socially by the local community. Although the majority of
the village population is Muslim, they prefer to apply customary inheritance law,
which follows the maternal lineage, where daughters are regarded as the main
heirs, particularly for immovable assets such as land and houses.

This research employs a legal anthropology approach, using John
Griffiths’ theory of legal pluralism as the analytical framework. Griffiths
distinguishes between weak legal pluralism—recognized and institutionalized by
the state—and strong legal pluralism, which operates independently within
society. In this context, the matrilineal customary law of Tebing Tinggi Village
represents strong legal pluralism, persisting despite the lack of formal state
recognition. Data were collected through field research, including interviews with
customary and religious leaders, inheritance practitioners, documentation, and
literature review.

The findings show that the people of Tebing Tinggi view adat (custom)
and religion not as opposing forces but as complementary value systems in their
social life. Conflict arises when textual interpretations of Islamic law clash with
customary practices, even leading to social segregation such as the formation of
two mosque congregations based on differing legal preferences. The evolving role
of women as primary economic contributors also influences resistance to the
gender-based inheritance distribution in Islamic law. This research underscores
the need for a more inclusive and contextual legal approach that accommodates
local dynamics as part of social justice. The study contributes to the discourse on
legal pluralism and opens pathways toward a more harmonious integration
between state law and community-based customary legal systems.

Keywords: Inheritance, Customary Law, Matrilineal
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam
penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I.  Konsonan Tunggal

%géf Nama Huruf Latin Keterangan
! Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
= Ba’ B be
= Ta’ T te
= Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J je
- Ha H ha (dengan titik di atas)
< Kha’ Kh ka dan ha
? Dal D de
: Zal Z zet (dengan titik di atas)
- Ra’ R er
5 Zai Z zet
< Sin S es
A Syin Sy es dan ye
= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
= Ta T te (dengan titik di bawah)
& Za Vi zet (dengan titik di bawah)




d ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
4 Gain G ge
- Fa F ef
S Qaf Q qi
. Kaf K ka
J Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
c Nun N ‘en
’ Waw wW We
° Ha’ H ha
- Hamzah i apostrof
@ Ya’ 3 ye
1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
g ditulis sunnah
i ditulis ‘ilah
I11. Ta> Marbutah di akhir kata
a. Biladimatikan ditulis dengan h
il ditulis al-Ma’idah
%L| ditulis Islamiyyah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya.



b. Biladiikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

uﬁ|).oJ| aJ)B.o ditulis Mugqaranah al-Mazahib

sl 5)9*’ ditulis Surah al-Fatihah

1VV. Vokal Pendek

1 s fathah ditulis a
2 L ,-::'jj::- y / kasrah ditulis i
3 —_— . . dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis a
1
o itulis stihsan
ol | ditul Istih
Fathah + ya’ mati ditulis a
2
g ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
3
il ditulis al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati ditulis Q
4
PBJC ditulis ‘Ullim

V1. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai
1
: ditulis Ghairuhum
WD
2 | Fathah + wawu mati ditulis au

Xi




Jg

ditulis

Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
P“” ditulis a’antum
ux:| ditulis u’iddat
J )gm U} ditulis la’in Ssyakartum
VIlI. Kata Sandang Alif + Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah
U|)9J| ditulis Al-Qur’an
Ud[m“ ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

i)

ditulis

ar-Risalah

sl

ditulis

an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

sl

ditulis

Ahl ar-Ra’yi

Gl

ditulis

Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

il o b oy b d 31 o b S i vy v
S Ty A UL Y v il o sl Y Bes gy od lo s Y d g
ey wl by 3 pw SE By My de ol gy v i B bl
Bl N
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman budaya, suku
bangsa, sistem nilai, dan norma sosial, termasuk dalam sistem hukumnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tidak hanya berhadapan
dengan satu sistem hukum tunggal, melainkan berbagai sistem hukum yang
saling berdampingan dan berinteraksi, seperti hukum Perdata (KUHPerdata),
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Keragaman sistem hukum
ini secara nyata dapat dilihat dalam praktik hukum kewarisan, di mana norma-
norma dari ketiga sistem tersebut seringkali tidak hanya berinteraksi, tetapi
juga bertabrakan secara prinsipil maupun praktis.! Masing-masing sistem
memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam menentukan pembagian
warisan. Hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
dominan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-
Qur'an dan Sunnah.

Tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk memberikan
kemudahan dan kemaslahatan pada pengikutnya, namun seiring dengan
perkembangan zaman dan keadaan maka tantangan agama dalam
menghadirkannya juga bertambah, dalam hal ini agama selalu memberikan
yang terbaik dalam menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan. Ibn Qayyim

Al-Jauziyah mengatakan bahwa syariat Islam didasarkan pada prinsip

! Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” Al-Qadha 5, no. 1 (2019):
him.20-30.



kemaslahatan umat manusia itu sendiri,> maka dari itu jika ada pemahaman

lama yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang karena tidak

menghadirkan kemaslahatan maka perlu untuk memunculkan pemahaman

yang baru guna menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Pendapat ini

berlandaskan pada ayat;

o &8y 00; M &

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa hubungan kita denga

Allah itu sebenarnya sangat mudah, yang sulit itu hubungan sesama manusia.
Kemudian dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:*

g Al i g s 0y gl oy Loy ccpon dl i g G (b 6l ) e

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik,

maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang di pandang oleh
(orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”

Dan salah satu kaidah figih:®

daliad s Gl o Aaall oo 15 LAY ity oSy S0

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhuhungan) dengan
perubahan tempat dan masa di dasari oleh kebiasaan yang baik dan
kemaslahatan."

2 |bn Qayyim al-Jauziyah, I ‘lam al-Muwagqqi ‘in ‘an Rabb al- ‘Alamin vol. Il (Beirut: Dar
al-Fikr), him. 3.
3 Al-Bagarah (2): 185.

4 Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin
Hambal, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), V : him. 323.

> Mustafa Ahmad al-Zarga', Syarh al-Qawa’id al-Fighiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam,
1989), him. 924.



Oleh karena itu, ketika prinsip kemaslahatan dalam syariat menuntut
keterbukaan terhadap perubahan ruang-waktu, maka titik temu paling strategis
lalah mencari sinergi dengan kearifan lokal adat yang memang lahir dari
kebutuhan masyarakat. Pilihan masyarakat untuk mempertahankan hukum
adat dalam pembagian warisan kerap bertentangan dengan sistem hukum
Islam yang diakui secara formal oleh negara dan menimbulkan praktik
dualisme.

Fenomena dualisme hukum ini menciptakan dinamika yang kompleks
dalam praktik pewarisan. Secara hukum formal, negara melalui Kompilasi
Hukum Islam (KHI) mengatur hukum waris berdasarkan ketentuan Al-Qur’an
dan Sunnah, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian
perempuan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu sesuai dengan
realitas sosial di berbagai daerah, terutama pada masyarakat yang memiliki
sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat adat di Desa Tebing Tinggi
Kabupaten Kerinci. Di desa ini, sistem waris adat lebih mengutamakan garis
keturunan dari pihak ibu, seperti yang di jelaskan oleh satu tokoh adat “harta
warisan utama seperti tanah dan rumah (disebut harta berat) diwariskan
kepada anak perempuan. Harta ringan seperti uang atau barang bergerak bisa
dibagi berdasarkan sistem kesepakatan, kesetaraan, atau hukum Islam,

tergantung situasi.”®

& Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari
2025.



Menariknya, meskipun mayoritas penduduk Desa Tebing Tinggi
adalah Muslim, mereka tetap mempertahankan sistem pewarisan adat sebagai
bagian dari identitas kultural dan spiritual mereka. Masyarakat setempat tidak
memisahkan antara agama dan adat, melainkan memandang keduanya sebagai
sistem nilai yang saling mengisi. Hal ini tercermin dalam petuah lokal yang
berbunyi: “Syarak nan mengatakannyo, adat nan memakainyo”, serta “Adat
bapaneh, syarak balindung”’, yang menegaskan bahwa adat dan agama
berjalan seiring. Dalam wawancara dengan tokoh adat masyarakat setempat,
dijelaskan bahwa “masyarakat tidak melihat hukum adat sebagai lawan dari
syariat Islam, melainkan sebagai bentuk lokal dari implementasi nilai-nilai
Islam yang kontekstual dan berakar dalam sejarah sosial mereka.”®

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah yang masih
memegang kuat tradisi hukum adat dalam pembagian warisan. Masyarakat di
Desa ini menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan
diambil dari pihak ibu, dan pembagian harta warisan cenderung lebih
mengutamakan perempuan, terutama tanah dan properti atau dalam
masyarakat adat disebut harta berat dan pada umumnya diberikan kepada anak

perempuan, sedangkan harta ringan dibagi menggunakan salah satu dari tiga

sistem yaitu sistem kesetaraan, sistem kesepakatan dan sistem hukum Islam.®

7 Syekh Sulaiman al-Rasuli, Sari Pati Sumpah Satie Bukit Marapalam Surat Wasiat
(Canduang, 7 Juni 1964), him. 2.

8 Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari
2025.

® lva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau "Relevansinya Bagi
Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia,” Jurnal Filsafat 25, no. 1 (2016), him. 32.



Perbedaan peran sosial juga menjadi pemicu berkembangnya resistensi
terhadap penerapan hukum waris Islam yang tekstual. Perempuan dalam
masyarakat Desa Tebing Tinggi kini tidak lagi berperan pasif, melainkan
banyak yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi ini
membuat sebagian masyarakat menilai bahwa prinsip pembagian warisan
yang mengutamakan laki-laki menjadi kurang relevan, bahkan tidak adil jika
diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Tokoh-
tokoh seperti Munawir Sadzali dan Yahya Harahap pun pernah
mengemukakan kritik serupa, bahwa keadilan dalam Islam harus dibaca ulang
dalam konteks perubahan sosial dan bahwa kesetaraan dalam pembagian
warisan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks inilah teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh
John Griffiths menjadi sangat relevan. Griffiths menolak pandangan legal
centralism gagasan bahwa hukum negara adalah satu-satunya bentuk hukum
yang sah. la mengemukakan bahwa dalam realitas sosial, terdapat banyak
sistem hukum yang hidup berdampingan dan dijalankan oleh komunitas secara
semi-otonom.! Dalam kasus Desa Tebing Tinggi, hukum adat matrilineal
berfungsi sebagai sistem hukum yang sah secara sosial, meskipun tidak
dilembagakan oleh negara. Sementara itu, hukum Islam yang diakui oleh

negara melalui lembaga seperti Pengadilan Agama justru sering mengalami

10 Syabbul Bachri, Roibin Roibin, dan Ramadhita Ramadhita, “Sociological Dimensions
of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia,” Justicia Islamica 21, no. 1 (2024), him.63-
86.

' Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 4.



resistensi dan tidak diterapkan secara penuh karena dianggap tidak cocok
dengan struktur sosial lokal.

Griffiths membedakan antara pluralisme hukum “lemah” dan “kuat”.
Pluralisme lemah merujuk pada sistem hukum alternatif yang dilembagakan
oleh negara (seperti pengadilan agama), sementara pluralisme kuat mengacu
pada sistem hukum non-negara yang hidup secara mandiri dalam masyarakat
(seperti hukum adat matrilineal).’> Dalam konteks Desa Tebing Tinggi,
hukum adat mencerminkan pluralisme hukum kuat yang dijalankan secara
konsisten oleh masyarakat dan diakui secara sosial meski tidak memiliki
pengakuan formal. Konflik muncul ketika dua sistem ini dipaksakan untuk
bersaing di ruang sosial yang sama tanpa adanya ruang negosiasi hukum yang
adil.

Penelitian ini Dbertolak dari upaya untuk memahami mengapa
masyarakat Muslim adat Desa Tebing Tinggi tetap memilih hukum adat
sebagai dasar dalam pembagian warisan meskipun hukum Islam telah
dilembagakan dan memiliki legitimasi negara. Secara implisit, hal ini
mengarah pada pertanyaan lebih luas: bagaimana bentuk dualisme hukum
antara hukum waris Islam dan hukum waris adat matrilineal ini berlangsung
dalam praktik, dan apa dampaknya terhadap relasi sosial dan keagamaan
masyarakat.

Pertanyaan ini penting dijawab karena walaupun selama ini banyak

studi yang membahas tentang relasi atau persinggungan antara hukum Islam

12 Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 5.



dan hukum adat namun meraka tidak membedah bagaimana interaksi,
kontestasi, atau bahkan integrasi antara keduanya berlangsung dalam praktik
konkret. Penelitian sebelumnya pun cenderung kurang menggali bagaimana
masyarakat secara aktif memilih dan menegosiasikan sistem hukum
berdasarkan kebutuhan lokal, bukan semata-mata mengikuti konstruksi
normatif dari negara atau teks agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi
celah tersebut dengan memfokuskan pada dinamika hukum yang bersifat
bottom-up, lahir dari bawah, dan menyajikan keadilan yang bersifat
kontekstual dan berbasis pada kearifan lokal.

Penggunaan pendekatan antropologi hukum yang dipadukan dengan
teori pluralisme hukum John Griffiths dalam penelitian ini bertujuan untuk
membaca fenomena hukum tidak sebagai entitas normatif yang statis,
melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang terus berubah. Penelitian ini
menyuguhkan pemahaman holistik tentang bagaimana hukum adat dan hukum
Islam dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam ruang sosial
yang sama. Dalam wawancara dengan tokoh adat beliau menegaskan bahwa
“anak perempuan tetap menjadi penerus utama harta keluarga karena harta
tersebut dianggap sebagai simbol keberlanjutan dan stabilitas ekonomi
keluarga besar. Hukum adat tidak hanya dilihat sebagai tradisi, tetapi sebagai
instrumen adaptasi sosial terhadap perubahan zaman.”*®
Sementara itu, masyarakat yang berpegang pada pemahaman tekstual

terhadap ayat-ayat Al-Qur’an mengenai waris kerap memandang bahwa

13 Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari
2025.



praktik adat adalah bentuk penyimpangan. Hal ini memperuncing polarisasi
dalam masyarakat dan menciptakan konflik yang merusak kohesi sosial.
Bahkan, di Desa Tebing Tinggi, ketegangan tersebut telah menyebabkan
terjadinya pemisahan aktivitas keagamaan seperti terbentuknya dua kelompok
jamaah masjid yang memiliki pandangan hukum berbeda, dalam salah satu
wawancara tokoh agama, beliau menjelaskan “Ada sebagian masyarakat yang
masih memegang teguh adat sebagai bagian dari kehidupan beragama,
sementara ada juga kelompok yang berpendapat bahwa adat harus dihilangkan
karena dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Perbedaan ini
semakin terlihat dengan adanya dua masjid di desa ini, masing-masing
menjadi pusat kegiatan bagi kelompok yang berbeda pemahaman™** Ini adalah
bentuk nyata dari kegagalan negara dalam mengelola keberagaman sistem
hukum yang hidup di masyarakat dan sekaligus menjadi refleksi atas
keterbatasan pendekatan legal-formal dalam memahami keadilan yang bersifat
lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan
alasan sosiologis dan kultural di balik keberlangsungan hukum adat dalam
pembagian warisan, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana bentuk
dualisme hukum antara sistem Islam dan adat berlangsung, serta bagaimana
pengaruhnya terhadap struktur sosial, peran gender, dan kohesi masyarakat.
Pada akhirnya, penelitian ini ingin membuka kemungkinan integrasi atau

koeksistensi dua sistem hukum secara adil dan inklusif, di mana hukum tidak

14 wawancara Dengan Buya H, Tokoh Agama, Desa Tebing Tinggi, tanggal 10 Februari
2025.



hanya menjadi alat negara atau dogma agama, tetapi juga instrumen
rekonsiliasi dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat majemuk.
B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan mayoritas masyarakat Muslim adat Desa Tebing Tinggi masih
berpegang pada hukum adat dalam pembagian harta warisan?

2. Bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum
adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi, serta apa
dampak yang muncul dari dualism hukum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan
menjawab permasalahan yang peneliti angkat. Berikut beberapa tujuan
dari penulisan penelitian ini:

a. Untuk memperjelas alasan masyarakat Muslim adat Desa Tebing
Tinggi masih berpegang pada hukum adat dalam pembagian harta
warisan.

b. Untuk mengetahui bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam
dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing

Tinggi, serta apa dampak yang muncul dari dualism hukum tersebut.



2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis

1) Untuk memperluas basis informasi tentang hukum waris
berdasarkan adat dan agama serta penerapannya di tengah
masyarakat.

2) Sebagai sumber data dan informasi ilmiah untuk dosen,
mahasiswa, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan
data tentang relevansi hukum waris Islam yang ada di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1) Diharapkan bisa memberikan alasan yang relevan supaya
menemukan solusi untuk permasalahan yang telah terjadi dan yang
akan datang.

2) Penelitian ini menghasilkan gambaran terhadap relevansi hukum
waris Islam yang ada di Desa Tebing Tinggi serta praktiknya.

D. Telaah Pustaka
Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggambarkan hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang relevan dengan persoalan dualisme hukum waris
antara hukum Islam dan hukum adat matrilineal dalam masyarakat lokal,
khususnya di Desa Tebing Tinggi. Telaah ini disusun dalam kerangka teori
pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang menyatakan
bahwa dalam masyarakat, terdapat berbagai sistem hukum yang berjalan

bersamaan, tidak hanya hukum negara, tetapi juga hukum sosial lain seperti
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adat dan agama yang bersifat otonom serta memiliki legitimasi sosial
tersendiri.

Berdasarkan studi kepustakaan, kajian-kajian terdahulu dapat
dikategorikan ke dalam tiga fokus utama: (1) hukum waris Islam, (2) hukum
waris adat, dan (3) kajian yang mengkaji relasi atau persinggungan antara
hukum Islam dan hukum adat. Penelitian yang berfokus pada pembagian harta
warisan berdasarkan hukum Islam, penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri
Leleang dan Asni Zubair.®® Imam Ali Khaeri.!® Rosikhul Islam Dkk.}” Abdul
Halim. Husin Bafadhal, Qorry A’yuna Putri.!®

Kemudian yang berfokus fokus pada pembagian harta warisan
berdasarkan hukum adat seperti penelitian yang dilakukan oleh Felicia Dkk.
Jhon Brema Barus Dkk.?° Adapun penelitan yang membahas tentang

persinggungan antara hukum Adat dan hukum Agama dalam pembagian harta

15 Andi Tenri Leleang Tenri Leleang dan Asni Zubair Asni Zubair, “Problematika Dalam
Penerapan Hukum Waris Islam,” Al-Bayyinah 3, no. 2 (2019).

16 Imam Ali Khaeri, “Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris
Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,” Journal
of Social Research 1, no. 10 (2022).

17 Rosikhul Islam et al., “Pembagian Waris Menurut Hukum Syar’l dan Musyawarah di
Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Mu’allim 5, no. 1 (2023).

18 Husin Bafadhal dan Qorry yuna Putri, “Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada
Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya
Dalam Masyarakat Kontemporer,” Syntax Literate ; Jurnal limiah Indonesia 7, no. 10 (2022).

19 Felicia et al., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” Jurnal
Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 18 (2023).

20 Jhon Brema Barus, Sukadi, dan T Nyoman Natajaya, “Pembagian Harta Warisan Bagi

Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia
Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,” Ganesha Civic Education Journal 4, no. 1 (2022).
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warisan seperti penelitian yang dilakukan oleh Lilis.?! Anwar Fauzi.?? Dara
Kartika.?® Evan Daniel Sinaga.?* Eric.® Rama Deyan Dkk.? Jika dilihat dari
peneltian terdahulu yang telah dikelompokkan, terdapat sejumlah tulisan yang
pembahasannya mempunyai makna menyerupai pada pokok permasalahan
yang diangkat peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri
Leleang dan Asni Zubair, Kemudian penelitian Evan Daniel Sinaga, dan
penelitian yang dilakukan oleh Dara Kartika.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Leleang dan Asni
Zubair, kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang
mempengaruhi penerapan hukum waris Islam, problematika dalam penerapan

hukum waris Islam di antaranya kentalnya hukum adat dan rendahnya

2L Lilis Lilis, “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat
Minangkabau,” Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi 2,
no. 1 (2022).

22 Anwar Fauzi, “Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi
Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang),” Jurisdictie, (2012).

23 Dara Kartika Rahma, “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi
Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal,” BUANA GENDER : Jurnal Studi
Gender dan Anak 2, no. 1 (2017).

24 Evan Daniel Sinaga, “Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris
Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen,” Jurnal Analisa Sosiologi
12, no. 2 (2023).

% Eric Eric, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian
Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” Jurnal Muara IImu Sosial, Humaniora, dan Seni 3,
no. 1 (2019).

% Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani H, “Penyelesaian Sengketa Waris
(Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Malikussaleh 4, no. 3 (2021).
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pemahaman hukum waris Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi hukum pembagian waris Islam dilakukan secara kekeluargaan.?’

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Evan Daniel Sinaga, Budaya
merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat dan memberi
makna dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan
gender dalam pembagian harta waris seringkali berhadapan dengan sistem-

sistem budaya masyarakat. Sistem adat pembagian harta waris tersebut pada
akhirnya memicu terwujudnya hegemoni gender melalui makna yang
dibangun oleh budaya itu sendiri. Dalam tulisanya Evan meneliti dan
mengulas mengenai hak waris perempuan dari sudut konstruksi gander dalam
kehidupan orang batak.?

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Dara Kartika, dalam tulisanya
menjelasakan tentang pergeseran makna Matrelineal, bagaimana perempuan
kehilangan akses kontrol pada tanah warisnya sendiri. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan perempuan secara adat berada pada posisi tersubordinasi, agama
mengatur otoritas laki-laki atas perempuan. Agama berdiri sebagai adat,
sedangkan adat tidak bisa lepas dari agama.?®

Penelitian sebelumnya sering kali memisahkan antara studi tentang
hukum kewarisan Islam dan hukum adat, tanpa memberikan analisis yang

mendalam tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat berinteraksi atau

%7 Leleang dan Zubhair, “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.”

28 Sinaga, “Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak
Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen.”

2 Rahma, “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan
Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal.”
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beradaptasi satu sama lain. Walupun pada penelitian sebelumnya sudah ada
yang membahas tentang relasi atau persinggungan antara hukum Islam dan
hukum adat, namun hal itu berbeda dengan penelitan saat ini karena penelitian
ini tidak hanya membahas persinggungan antara hukum adat dan hukum
Islam, tetapi menelusuri lebih jauh bagaimana masyarakat secara aktif
memilih, menegosiasikan, bahkan memodifikasi norma hukum berdasarkan
kebutuhan sosial, struktur kekerabatan, dan dinamika lokal. Dengan memakai
teori pluralisme hukum, penelitian ini menyajikan pendekatan yang lebih
kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada keadilan sosial yang berbasis
komunitas

Selain itu, aspek perbedaan sosial dan pengaruhnya terhadap relevansi
aturan kewarisan masih kurang mendapatkan perhatian. Penelitian ini
berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada bagaimana hukum
kewarisan Islam dan hukum adat saling berinteraksi dalam konteks sistem
kekerabatan matrilineal di Desa Tebing Tinggi yang telah menimbulakan
konfik dalam stuktur sosial. Kemudian penelitian ini menggunakan
pendekatan antropologi. Pendekatan antropologis dalam kajian sejarah
berperan penting dalam mengungkap nilai-nilai  yang melatarbelakangi
perilaku tokoh-tokoh sejarah, status sosial, gaya hidup, serta sistem

kepercayaan yang membentuk pola kehidupan masyarakat pada masa lalu.
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E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang
digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian.
Untuk menganalisis terkait dualism hukum kewarisan masyarakat adat di Desa
Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci, penyusun menggunakan teori pluralisme
hukum.

Teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths
menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya berlaku satu sistem
hukum tunggal, melainkan ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup
berdampingan dan memiliki legitimasi masing-masing. Dalam konteks ini,
pluralisme hukum menurut Griffiths bukanlah sekadar sebuah konsep normatif
atau ideal, melainkan sebuah realitas empiris yang mengakui keberagaman
sistem aturan yang diikuti oleh berbagai kelompok sosial dalam satu ruang
sosial yang sama.*°

Griffiths secara kritis menolak pandangan legal centralism yang selama
ini mendominasi studi hukum, yaitu pandangan yang hanya mengakui norma
hukum yang diciptakan, ditegakkan, dan diatur oleh negara sebagai satu-
satunya hukum yang sah. Dalam esainya yang berjudul “What is Legal
Pluralism?” (1986), Griffiths menunjukkan bahwa pandangan ini terlalu
sempit dan gagal menangkap kompleksitas sosial dalam masyarakat majemuk
yang dihuni oleh berbagai kelompok dengan aturan dan norma sendiri-sendiri.

la menegaskan bahwa masyarakat seringkali dipenuhi oleh berbagai sistem

%0 Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 2-3.
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hukum yang tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari komunitas adat,
agama, organisasi sosial, bahkan kelompok-kelompok informal. Semua sistem
hukum ini memiliki mekanisme pengaturan dan sanksi yang efektif dalam
lingkungannya masing-masing.%

Dalam kerangka pluralisme hukum, Griffiths membedakan dua tipe
pluralisme: pluralisme hukum “lemah” dan “kuat”. Pluralisme hukum lemah
merujuk pada keberadaan sistem hukum alternatif yang diakui dan
dilembagakan oleh negara, seperti pengadilan agama atau pengadilan adat
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya,
di Indonesia pengadilan agama yang mengatur persoalan keluarga berdasarkan
hukum Islam mendapat legitimasi negara dan beroperasi di bawah payung
hukum nasional. Sebaliknya, pluralisme hukum kuat mengacu pada sistem
hukum yang hidup secara mandiri dan dijalankan oleh komunitas tanpa
pengakuan formal dari negara, seperti hukum adat yang diwariskan secara
turun-temurun dan dipraktikkan oleh masyarakat adat. Meski tidak memiliki
legitimasi formal, hukum adat ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dengan
mekanisme sanksi dan penegakan aturan yang efektif.32

Teori ini sangat relevan untuk memahami fenomena dualisme hukum
yang kerap menimbulkan kontestasi, khususnya dalam kasus benturan antara
hukum adat matrilineal dan hukum agama yang kadang berujung pada upaya

menggugat hukum adat secara yuridis oleh lembaga hukum agama, fenomena

31 Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 7.

%2 |bid, hlm 5.
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dualisme hukum yang terjadi antara hukum adat matrilineal dan hukum agama
adalah contoh nyata dari pluralisme hukum kuat yang berhadapan dengan
pluralisme hukum lemah yang didukung oleh negara. Dalam kasus ini, hukum
adat matrilineal yang mengatur warisan dan keturunan melalui garis ibu sering
kali bertentangan dengan hukum agama Islam yang diakui negara melalui
lembaga pengadilan agama.

Ketika konflik nilai dan norma ini muncul, sering kali pengadilan
agama menggunakan kewenangannya untuk menggugat atau menolak aturan
adat yang dianggap bertentangan dengan hukum agama. Hal ini menyebabkan
terjadinya kontestasi hukum yang bukan hanya soal aturan yang berbeda,
tetapi juga tentang legitimasi dan kekuasaan antara dua sistem hukum yang
berjalan paralel. Griffiths menjelaskan bahwa kedua sistem hukum ini
merupakan bentuk “semi-autonomous social fields”, konsep yang diadopsinya
dari antropolog hukum Sally Falk Moore. Semi-autonomous social fields
adalah komunitas atau lapangan sosial yang mampu menciptakan,
menegakkan, dan mengatur norma-norma mereka sendiri, meskipun tetap
berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang lebih besar.

Dalam kasus hukum adat matrilineal, komunitas adat memiliki
mekanisme internal yang menjamin keberlangsungan norma dan aturan
mereka, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar. Sementara itu, hukum

agama yang dilembagakan secara resmi oleh negara juga memiliki kekuatan

3 Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 39-40.
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mengikat secara formal. Pertarungan antara dua lapangan sosial semi-otonom
ini menghasilkan konflik dan negosiasi yang rumit di tingkat lokal.

Konflik antara hukum adat dan hukum agama ini seringkali tidak
hanya berbentuk persaingan aturan, tetapi juga merupakan manifestasi dari
pertarungan legitimasi dan supremasi hukum. Sistem hukum agama, yang
memiliki dukungan negara dan diakui secara resmi, cenderung memiliki posisi
tawar lebih kuat dalam penyelesaian sengketa secara yuridis. Sebaliknya,
hukum adat yang walaupun diikuti secara sosial dan memiliki legitimasi
komunitas, sering dipandang sebelah mata atau kurang diakui secara formal
sehingga rentan digugat dan dilemahkan. Hal ini menimbulkan ketegangan
dan ketidakadilan bagi komunitas adat yang menganggap hukum mereka
sebagai bagian identitas dan kelangsungan budaya.

Teori pluralisme hukum Griffiths membuka wawasan bahwa
penyelesaian konflik dualisme hukum tidak dapat dilakukan dengan
mengabaikan salah satu sistem hukum secara sepihak. Pendekatan yang
inklusif dan realistis harus diterapkan dengan mengakui keberadaan dan
legitimasi kedua sistem hukum tersebut, penelitian hukum harus memperluas
cakupan untuk mencakup norma-norma sosial dan aturan informal, serta
menganalisis efektivitas penegakan hukum di lapangan, bukan hanya status
yuridis formal.3*

Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keberagaman budaya dan

sistem hukum adat yang hidup berdampingan dengan hukum negara dan

3 Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, The Journal Of Legal Pruralism and
Unofficial Law, Vol 18, 1986. him 2-4, 38-40.
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hukum agama khususnya di Desa Tebing Tinggi Kerinci, pendekatan
pluralisme hukum Griffiths sangat relevan. Dengan memahami pluralisme
hukum sebagai fakta sosial, para pembuat kebijakan dapat merumuskan
regulasi yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak komunitas adat
sekaligus menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini juga mendukung praktik
peradilan yang lebih peka terhadap konteks sosial budaya di daerah-daerah
yang masih kuat hukum adatnya.

Secara keseluruhan, teori pluralisme hukum Griffiths merupakan
terobosan penting dalam studi hukum yang membawa paradigma baru tentang
keberagaman dan kompleksitas sistem hukum di dunia nyata. Teori ini
mengajak kita melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berlapis dan
beragam, bukan hanya sebagai produk legislasi negara. Di tengah dinamika
globalisasi dan pluralitas sosial yang semakin kompleks, teori Griffiths tetap
menjadi landasan yang kokoh untuk menganalisis, memahami, dan mengelola
keberagaman hukum di berbagai masyarakat, khususnya di Indonesia yang
merupakan laboratorium pluralisme hukum yang hidup dan dinamis.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan istilah dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara

atau menuju suatu jalan.®® Sebagaimana yang dikatakan oleh Peter R. Senn

yang dikutip oleh Prof. Suteki dalam bukunya, metode adalah sebuah cara

% Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Cet ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2021), him. 2.
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untuk menjawab sesuatu dengan prosedur yang saling berkaitan.*® Dalam hal
untuk menjawab atas berbagai persoalan dalam penelitian ini, maka perlu
untuk mengkaji beberapa langkah diantaranya:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang di tinjau di lapangan dengan mengumpulkan data-data
secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat
tentang objek yang sedang diteliti dengan cara wawancara tokoh agama,
tokoh adat, serta pelaku pembagian harta warisan. Penelitian lapangan
dalam tesis ini dilakukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara
terperinci tentang dualisme hukum Islam dan hukum adat dalam
permasalahan pembagian harta warisan di Desa Tebing Tinggi.
2. Sifat Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif
analisis. Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.®’ Penelitian analisis adalah
penelitian terhadap suatu objek dengan pemahaman yang tepat tentang

makna keseluruhan dan memerlukan pemecahan suatu topik menjadi

36 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik,
cet ke- 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), him. 148.

37 Kotler dan Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT.
Prehallindo, 2014), him. 87.
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bagian-bagian komponennya dan mempelajari bagian-bagian tersebut serta
hubungan di antara mereka.®

Sebagaimana peneliti menyajikan data tentang dualisme hukum adat
dan hukum agama dalam permasalahan pembagian harta warisan dan
penerapannya di tengah masyarakat Desa Tebing Tinggi, serta faktor
penyebab terjadinya konflik dan fenomena marginilisasi pada masyakat
adat. Semua data yang terkumpul dari metode penelitian kemudian
dianalisis secara mendalam menggunakan teori pluralisme hukum yang
dikembangkan oleh John Griffiths.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan
antropologis dalam kajian sejarah berperan penting dalam mengungkap
nilai-nilai yang melatarbelakangi perilaku tokoh-tokoh sejarah, status
sosial, gaya hidup, serta sistem kepercayaan yang membentuk pola
kehidupan masyarakat pada masa lalu.*

Pendekatan ini sangat berguna karena membantu peneliti
memahami perkembangan budaya secara lebih mendalam dalam konteks
sejarah. Hal ini sejalan dengan hakikat antropologi sebagai ilmu yang
mempelajari manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Oleh karena

itu, antropologi memiliki fungsi penting dalam pengkajian sejarah, sosial,

38 Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianty, 2002, Analisis Laporan Keuangan : Konsep
dan Manfaat, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2002) him. 31.

% Sartono Kartodirdjo, Pendekatan IImu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta:
Ombak, 2014), him.5
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dan budaya, terutama dalam menjelaskan bagaimana budaya dan struktur
sosial terbentuk serta berubah seiring waktu.*

Melalui pendekatan antropologi dalam penelitian ini, akan
menekankan pemahaman tradisi dalam konteks budaya masyarakat
setempat, menggali nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang mendasari
praktik tersebut serta fungsinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini juga
akan menganalisis dualisme hukum yang terjadi dalam permasalahan
pembagian harta warisan pada masyarakat adat matrilineal di Desa Tebing
Tinggi Kerinci, untuk memahami apa alasan mayoritas masyarakat Muslim
adat di Desa Tebing Tinggi masih berpegang pada hukum adat, serta
bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum
adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan semua yang dimaksud dengan informasi
baik dari benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa gejala secara
kualitatif, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang
diperoleh secara langsung dan tidak langsung.

a. Data primer
Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh
secara langsung sebagai sumber data, yaitu berupa wawancara kepada

tokoh agama dan tokoh adat Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci

40 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak,
2011), him.15
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yang berkaitan tentang dualisme hukum kewarisan dalam praktik
pembagian warisan masyarakat desa Tebing Tinggi.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh
secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang
berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli atau sumber
data lain yang releven dan berhubungan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan bertukar pikiran dalam
bentuk tanya jawab dengan maksud tertentu. Wawancara dapat
dilakukan minimal dua orang, yaitu penanya sebagai individu yang
mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai individu yang
menjawab pertanyaan.*! Jenis wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semi struktur.

Peneliti akan menyediakan pertanyaan permulaan yang sesuai
dengan tujuan peneliti. Peroses wawancara dimulai dengan pertanyaan
umum seputar hukum kewarisan, kemudian dilanjutkan dengan
pertanyaan yang lebih spesifik kepada narasumber tentang dualisme
hukum kewarisan dalam praktik pembagian warisan masyarakat Desa

Tebing Tinggi.

4l Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2012), him. 186.
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b. Dokumentasi
Dokumen merupakan karya ilmiah ataupun tulisan yang sudah
ada sejak lama. Dokumen yang dimaksud berupa karya ilmiah, jurnal,
buku, penetapan hakim, koran dan gambar yang sudah ada.*?> Adapaun
teknik pengumpulan data dokumen yaitu meneliti karya ilmiah
tentang relevansi hukum waris Islam dan penerapanya di tengah
masyarakat.
6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, model anaslisis data yang digunakan adalah:
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang
awalnya tidak teratur menjadikan data terarah dan mudah dipahami.
Dalam penelitian ini dengan cara memilih data yang sesuai dengan
rumusan masalah dari data yang sudah terkumpul menjadi sub bab
yang sesuai dengan rumusan masalah supaya dapat dimengerti.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah proses menyajikan semua data yang
sudah dikelompokkan menjadi subbab yang sederhana dan mudah
dipahami melalui reduksi data. Data yang sudah direduksi akan
disajikan melalui subbab untuk menjawab rumusan masalah secara

sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku supaya mudah dipahami.

42 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami, (Bandung:
Alfabeta, 2008), him. 82.
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c. Kesimpulan
Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik
kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan
dipaparkan dengan baik. Kesimpulan ini dirumuskan dengan cara
menarik benang merah dari data yang diperoleh sebagai jawaban atas
rumusan masalah, dan disajikan dalam bentuk paragraf. Kesimpulan ini
sangat penting untuk meringkas topik secara keseluruhan menjadi
beberapa paragraf utama yang signifikan.
G. Sistematika Pembahasan
Peneliti memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi tesis
sebelum dilakukannya riset yang lebih mendalam. Adapun sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut:
Bab | : Pendahuluan. Bagian ini Bab ini menjelaskan latar belakang
penelitian mengenai perbedaan hukum kewarisan Islam dan adat di
Desa Tebing Tinggi serta dampak sosialnya. Selain itu, diuraikan
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab Il : Hukum Kewarisan di Indonesia. Bab ini menguraikan konsep dasar
hukum kewarisan di Indonesia, termasuk hukum waris dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris dalam KUH Perdata,

dan hukum waris adat. Setiap sistem dijelaskan berdasarkan

25



Bab Il :

Bab IV :

prinsip-prinsip, dasar hukum, serta pembagian hak waris yang
berlaku.

Praktik Pembagian Warisan di Desa Tebing Tinggi. Bab ini
membahas sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat
Desa Tebing Tinggi dan bagaimana hukum adat mempengaruhi
praktik pembagian warisan. Dijelaskan pula fenomena sosial yang
muncul akibat dari dualism hukum yang terjadi di Desa Tebing
Tinggi Kabupaten Kerinci.

Analisis Dualisme Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
Bab ini menjelaskan tentang alasan masyarakat menggunakan
hukum adat serta bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum
waris Islam dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di
Desa Tebing Tinggi, kemudian menganalisis dualisme antara
hukum waris Islam dan hukum Adat menggunakan teori pluralisme

hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths.

Bab V : Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, termasuk

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap
mempertahankan hukum adat dalam kewarisan, dampak sosial
akibat ~ perbedaan  sistem hukum, serta  solusi  untuk
mengharmoniskan hukum Islam dan adat dalam pembagian
warisan. Bab ini juga memberikan saran bagi pihak terkait untuk

menciptakan sistem hukum kewarisan yang lebih inklusif.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan di Desa Tebing
Tinggi, Kabupaten Kerinci, mencerminkan adanya dualisme hukum antara
hukum waris Islam yang dilembagakan oleh negara dan hukum adat
matrilineal yang hidup dalam masyarakat. Meskipun secara formal hukum
Islam dijadikan rujukan dalam sistem peradilan agama, masyarakat Desa
Tebing Tinggi tetap memilih untuk mempertahankan sistem pewarisan adat
yang lebih mengutamakan garis keturunan ibu, terutama dalam pewarisan
harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Pilihan ini bukan semata-mata
karena faktor tradisi, melainkan juga karena dinilai lebih sesuai dengan
struktur sosial, nilai keadilan lokal, dan peran aktual perempuan dalam
kehidupan ekonomi keluarga.

Dualisme hukum ini tidak hanya menciptakan keragaman dalam
praktik, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial dan ideologis. Perbedaan
tafsir terhadap ajaran Islam dan ketaatan terhadap adat menyebabkan
munculnya segregasi dalam masyarakat, termasuk pemisahan kelompok
jamaah masjid. Ini menunjukkan adanya benturan antara legalisme tekstual
dengan realitas sosial yang dinamis.

Di sisi lain, masyarakat tidak serta-merta memisahkan agama dan
adat, tetapi justru memadukannya sebagai satu kesatuan nilai yang saling

melengkapi. Petuah lokal seperti “Syarak nan mengatakannyo, adat nan
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memakainyo” mencerminkan upaya integrasi antara norma agama dan
budaya lokal.

Melalui pendekatan antropologi hukum dan kerangka teori pluralisme
hukum John Griffiths, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum yang
hidup dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum negara. Hukum
adat yang tidak dilembagakan pun memiliki legitimasi sosial yang kuat dan
berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang efektif. Oleh karena itu,
penyelesaian terhadap dualisme hukum harus dilakukan melalui pendekatan
yang inklusif, dialogis, dan kontekstual. Negara perlu mengakui pluralitas
hukum secara substantif dan membuka ruang negosiasi antara hukum Islam
dan hukum adat, agar tercipta sistem hukum yang adil, relevan, dan berakar
pada realitas sosial masyarakat.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengangkat isu-isu
yang belum terungkap secara mendalam dalam studi ini. Peneliti berikutnya
dapat melakukan studi komparatif antardaerah yang menganut sistem
kekerabatan matrilineal untuk melihat pola interaksi hukum Islam dan adat
dalam konteks berbeda. Selain itu, kajian mengenai dampak psikososial
dualisme hukum terhadap perempuan sebagai penerima warisan juga layak
diteliti lebih lanjut. Peran negara dalam memediasi konflik antara hukum adat
dan hukum Islam pun menjadi topik penting, terutama dalam melihat
keberpihakan institusi terhadap keadilan lokal. Penelitian mengenai

bagaimana generasi muda memandang dan meneruskan hukum adat
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pewarisan dapat memberikan gambaran arah perubahan sosial ke depan.
Terakhir, perlu dirumuskan model integrasi yang inklusif antara hukum adat
dan hukum Islam agar mampu menghadirkan keadilan yang kontekstual,

adaptif, dan berkelanjutan.
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